SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 267 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya, yang mengatur tentang
perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran
Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Nomor 906/923/Keuda tentang
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping)
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan terkait Penggunaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi
Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil
Menengah, B2LPS, Bantuan Operasional Keluarga
Bencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah, perlu
penyesuaian-penyesuaian  pengalokasian  belanja
daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Nomor 900/624/Keuda tentang
Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu



dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada sub
rincian objek belanja pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa telah digunakannya alokasi anggaran belanja
tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 karena terjadinya
bencana alam banjir dan tanah longsor pada beberapa
wilayah di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu
penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga;

bahwa  berdasarkan  hasil koordinasi antara
Kementerian Dalam Negeri dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pemerintah Daerah
Kabupaten @ Tanah  Laut, perlu  penyesuaian
pengalokasian anggaran belanja daerah yang terkait
dengan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut pada Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal
164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka
4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi
tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan
Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi
tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e, maka perlu dilakukan penyesuaian target
pendapatan daerah dan penyesuaian-penyesuaian
alokasi anggaran belanja daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan



Mengingat

Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

13.

14.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 267 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal l

(1) Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan alokasi belanja
daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

(2) Melakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah,
berupa penyesuaian alokasi anggaran pada sub rincian objek belanja,
rincian objek belanja maupun pada objek belanja, diantaranya:

a. Objek Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

b. Rincian Objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil
Negara;

c. Rincian Objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

d. Rincian Objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas 3; dan

e. Rincian Objek Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Peserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Kelas 3.

(3) Melakukan penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga.

(4) Penambahan alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menjamin ketersediaan dana dalam
hal penanganan dan/atau penanggulangan bencana alam maupun
bencana non alam beserta dampak yang ditimbulkannya.

(5) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah dengan menggunakan selisih lebih dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

(6) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 13



